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Kerugian Indonesia akibat perubahan iklim diestimasi mencapai lebih dari Rp100 T / tahun dan diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan 40% 

PDB pada 2048, lebih tinggi dari rata-rata global 18% PDB

Pajak karbon pada 
produk ekspor non-hijau

Embargo pada 
produk ekspor non-hijau

Pembatasan akses keuangan global 
bagi perusahaan/proyek non-hijau

Penurunan nilai aset non-hijau
karena pergeseran preferensi global

Dampak pada sektor riil dan 
keuangan

Sumber: The economics of climate change, 

Swiss Re Institute (2021). 

Sumber: Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim, 

Bappenas (2021).

Potensi kerugian terbesar Indonesia antara lain berasal dari hilangnya pasar ekspor unggulan Indonesia, semakin tidak kompetitifnya produk
domestik di pasar global, berkurangnya investasi global serta semakin terbatasnya akses keuangan global bagi perusahaan Indonesia.

Indonesia rentan terekspos risiko perubahan iklim
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Sumber : Green Economy Index, Bappenas (2022).

87-96 milyar ton CO2e  

Emisi GRK dihemat pada 

tahun 2045

Pertumbuhan PDB tahunan rata-

rata sebesar 6.1-6.5% selama

tahun 2021 – 2045

Penambahan “green jobs” 

sebanyak 1,8 juta pekerjaan pada 

tahun 2030

3,2 juta hektar hutan primer 

dilindungi pada tahun 2060

4,1 juta hektar tutupan

hutan ditambahkan pada 

tahun 2060

USD 4,75 triliun/ tahun nilai

jasa ekosistem dipulihkan

pada tahun 2060

Sumber: DBS (2017)

Green 

infrastructure 

Indonesia 

US$648 billion

Renewable 

energy Indonesia 

US$144 billion

Terdapat peluang investasi hijau di Indonesia, khususnya pada sektor Infrastruktur dan Energi Baru dan Terbarukan, yang mencapai

US$792 miliar dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi

Transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat menjadi peluang
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Berbagai peluang transisi hijau

Pertambangan dan Energi 

IPPU

FOLU

Limbah

Pertanian

Pertambangan dan Pemrosesan Mineral :
Ni, Co, Li, Mg

Pembangkit Listrik:
Green Coal dan non Fossil Fuel

Bangunan Hijau Perhubungan

Eco-tourism

Hutan tanaman industri berkelanjutan

Program recycle (industri packaging, fashion industry, garmen) 

Pertanian 
berkelanjutan

Perkebunan 
berkelanjutan

Perikanan berkelanjutan

Panas bumi, air, matahari; kebijakan B30 (bio diesel)

Industri KBLBB

Carbon trading berbasis hutan

Setiap sektor memiliki peluang bisnis di sektor hijau, terutama di sektor pertambangan dan energi yang menjadi engine dalam

transisi ekonomi hijau

Sumber: Bahan kajian bersama BI, OJK, LPS



Strategi kebijakan keuangan hijau tidak hanya mempromosikan tumbuhnya supply pembiayaan hijau, tapi juga mendorong tumbuhnya demand 

atas pembiayaan hijau.

Perubahan Iklim Stabilitas Sistem Keuangan

Pemerintah

NDC Indonesia

Fiskal Hijau

Sektor Fiskal

BI

NDC Sektor Keuangan

Bank & 

Pasar Keuangan

Mikro-

prudensial

Hijau

OJK

Sektor Keuangan

Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Hijau

KorporasiUMKM

Sektor Riil

NDC Sektor Riil

Pendanaan
investasi
hijau

Kebijakan

transisi

sektoral

Instrumen Keuangan

Hijau

Standar Identifikasi

Aktivitas Hijau
Standar Publikasi

Keuangan Hijau
Lembaga Jasa

Sertifikator Nasional

Pasar Karbon

Nasional

Praktik usaha & konsumsi ramah

lingkungan

RT

Makro-

prudensial

Hijau
Pembiayaan hijau

Konsep Kerangka Koordinasi dalam Ekonomi dan Keuangan Hijau Nasional



Scaling up Green Finance membutuhkan ekosistem hijau yang terintegrasi lintas K/L
• Membutuhkan Standar Penilaian Karbon Indonesia yang disusun oleh asosiasi profesi yang mengacu ke standar internasional (GHG Protocol dan ISO 14064) agar

sertifikasi karbon korporasi Indonesia dapat diakui secara global.
• Hal ini sejalan dgn standar lainnya: Standar Penilaian Indonesia (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan Standar Profesional Akuntan Publik (Ikatan Akuntan

Publik Indonesia)

Pembeli
Global

Korporasi
Sustainability Report

(termasuk emisi karbon, ISO 

14064-1)

KAP
Kantor Akuntan

Publik

KJPK
Kantor Jasa Penilai

Karbon Pusat Data Proyek Hijau

berbasis komunitas

(blockchain)
Bursa

E-commerce

B2B

Laporan interim

Laporan

audit

Pajak Penghasilan;

Pajak karbon
Sertifikasi karbon

proyek sbg dasar

jual/beli karbon (ISO 

14064-2)

upload

Dukungan legalitas

MAPKI
Masyarakat Penilai

Karbon Indonesia

Standar Penilaian

Karbon Indonesia

Pemerintah

IAI Ikatan Akuntan

Indonesia Adopsi IFRS 

Sustainability Reporting 

Standards Indonesia

Dukungan Sistem Pembayaran

dalam Pasar Karbon

Dukungan

riset

platform 

blockchain

utk pusat

data

Pembiayaan

hijau

Dukungan Pendirian

Komunitas Profesi

Dukungan regulasi keuangan hijau

Kalkulator BIJAK

Konsep Kerangka Koordinasi dalam Ekonomi dan Keuangan Hijau Nasional



Ekonomi dan Keuangan dalam Bingkai Ekonomi Syariah



Mandat Bank Indonesia terkait Keuangan Berkelanjutan

UU PPSK memberikan kewenangan tambahan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengembangkan keuangan berkelanjutan

• Dalam rangka pengembangan Keuangan Berkelanjutan, 
Kemenkeu, OJK, dan BI melakukan: 
a. Koordinasi, strategi, kebijakan, dan program;
b. Optimalisasi kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem 

pembayaran, dan makroprudensial;
c. pengembangan basis data dan infrastruktur**; dan
d. menyusun taksonomi berkelanjutan

• Kemenkeu, OJK, dan BI Membentuk Komite Keuangan 
Berkelanjutan

• Taksonomi berkelanjutan diatur melalui PP

Pasal 223 - 224

Dalam rangka menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan 
makroprudensial, Bank Indonesia 
berwenang melakukan:

c. pengaturan dan pengembangan 
pembiayaan inklusif dan Keuangan 
Berkelanjutan*

Pasal 35B

Perluasan Kewenangan
di UU BI

• BUK dan BUS wajib menyalurkan 
Kredit atau Pembiayaan untuk sektor 
tertentu, UMKM, pembiayaan inklusif, 
dan/atau pembiayaan berkelanjutan.

• OJK dan BI berkoordinasi untuk 
mengatur kewajiban penyaluran Kredit 
atau Pembiayaan Berkelanjutan

Pasal 12B dan 21C

Perluasan Kewenangan
di UU Perbankan

Koordinasi BI – OJK - Kemenkeu

* Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa 
keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
** Infrastruktur pendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di antaranya meliputi verifikasi, sertifikasi, pengembangan kompetensi profesi terkait, 
pengembangan standar laporan keberlanjutan, dan lembaga pemeringkat surat berharga
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Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dengan
Sistem Keuangan yang Stabil, Tumbuh, Inklusif, dan Hijau

Penurunan Emisi Karbon Nasional Akselerasi Pembiayaan Hijau
Ketahanan Sistem Keuangan yang 

Berkelanjutan

Sinergi Kebijakan Hijau Nasional

Penguatan Kebijakan
Makroprudensial Hijau

• Kebijakan & dukungan hijau

• Tools & infrastruktur hijau

• Sinergi Kebijakan Hijau

Pendalaman Pasar
Uang Hijau

• Produk Hijau

• Partisipan Hijau

• Koordinasi Hijau

Pengembangan Ekonomi
dan Keuangan Inklusif

Hijau

• UMKM Hijau

• Ekonomi Syariah Hijau

Kerangka Kebijakan Keuangan Hijau Bank Indonesia



Strategi Sektor Keuangan dalam pengembangan Keuangan Berkelanjutan

Peningkatan
pembiayaan rendah

emisi

Peningkatan debitur
rendah emisi

Emisi karbon debitur jadi
pertimbangan pemberian

pembiayaan

Bank menurunkan emisi karbon
dgn menaikkan porsi

pembiayaan rendah emisi

Bank

Bank harus mengakui emisi 
karbon debitur, secara 
proporsional, sebagai emisi 
karbon Bank

Penurunan Emisi dari
Pembiayaan Bank

PETA JALAN 
PERUBAHAN IKLIM FSB

Publikasi Berkelanjutan Perusahaan

Ketersediaan Data

Analisis Kerentanan

Pengaturan dan Pengawasan

Bank, selaku lembaga penyedia dana, menjadi kunci keberhasilan kebijakan transisi
• Bank adalah penghasil emisi karbon terbesar, yang berasal dari emisi karbon debitur yang harus diakui bank secara proporsional
• Untuk menurunkan emisi karbon, Bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi (tidak harus hijau) sehingga menjadi katalis debitur Bank 

untuk lebih ramah lingkungan
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Insentif Hijau pada Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (1)

RPIM

UMKM

PBR

Sukuk

SDG Indonesia One
Cq. PT. SMI

Kebijakan untuk mendukung Properti Hijau dan 

Kendaraan Listrik

• Pada tahun 2018, Bank Indonesia menetapkan batas 

maksimum Financing-to-Value (FTV) untuk Pembiayaan

Pemilikan Rumah (PPR) dan batas minimum Uang Muka (UM)

untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)

• Pada tahun 2019, Bank Indonesia merelaksasi kebijakan FTV 

dan UM untuk PPR dan PKB hijau dengan kisaran 5-10% lebih

longgar dibandingkan pembiayaan non-hijau.

• Pada tahun 2020, Bank Indonesia memperkenankan LTV 

mencapai 100% untuk PPR hijau dan Uang Muka 0% untuk PKB 

hijau.

 DP hingga 0% 

untuk PKB Hiau

FTV hingga 100% 

Untuk PPR Hijau →

• Pada tahun 2021, Bank Indonesia menerbitkan kebijakan

RPIM untuk mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan

perbankan kepada UMKM dan Perorangan Berpenghasilan

Rendah (PBR).

• Pada tahun 2022, Bank Indonesia memberikan kelonggaran

bagi perbankan dalam pemenuhan RPIM melalui pembelian

Sukuk dan/atau memberikan pembiayaan kepada PT. SMI 

(Persero) sebagai pengelola SDG Indonesia One, sebuah

platform blended finance untuk pembiayaan berkelanjutan.

Insentif Hijau

INSENTIF HIJAU PADA KEBIJAKAN FTV DAN UANG MUKA INSENTIF HIJAU PADA KEBIJAKAN RASIO PEMBIAYAAN 

INSENTIF MAKROPRUDENSIAL (RPIM)
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Insentif Hijau pada Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (2)

TUJUAN KEBIJAKAN

Mendorong intermediasi untuk

mendukung pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan

PRINSIP KEBIJAKAN

1. Memberi daya ungkit

pertumbuhan ekonomi.

2. Mendukung ekonomi

berkelanjutan.

3. Mendukung pembiayaan

inklusif dan hijau.

4. Diimplementasikan secara

targeted.

5. Selaras & tersinergi

dengan kebijakan dan

program Pemerintah

Implementasi 1 Oktober ‘23

MULAI BERLAKU

STRATEGI: KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL (KLM)

Maks. 0,3% Maks. 0,5%

Maks. 0,5%Maks. 1%

Maks. 1%

Maks. 1,5%

Maks. 2%

Pemb. Hijau

Pembiayaan

Inklusif

Pembiayaan

Sektor

Prioritas

Rincian Insentif

Eksisting

(maks. 2,8%)

Kebijakan Insentif Likuiditas

Makroprudensial (KLM)

(maks. 4%)

Pemb. Hijau

Pembiayaan

Inklusif

Pembiayaan

Sektor

Refocusing

Pembiayaan

Inklusif (UMi)*

1. Hilirisasi Minerba

(maks 0,3%)

2. Hilirisasi Non-Minerba

(maks 0,8%): 

Pertanian, Peternakan, dan 

Perikanan

3. Perumahan, termasuk

Perumahan Rakyat (maks

0,6%)

4. Pariwisata: HoReKa (maks

0,3%)

Cakupan

Inklusif: 

UMKM, KUR, Ultra Mikro

(UMi)

Ekonomi Keuangan Hijau
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Cadangan Devisa
Hijau

UMKM 
Hijau

Operasi Moneter
Hijau

SDM
Hijau

Kelembagaan
Hijau

Pengedaran Uang
Hijau

Bank 
Indonesia 

Hijau

Kebijakan Hijau Bank Indonesia Lainnya*
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